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KONSEP NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
Oleh: Prol. Dr. H. Faisal Santiage, SH, MM’

Abstrak

Minuman beralkohol merupakan mineman yang mengandung ctil alkohol atau etanol (CIHAOH)
yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan
destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Efek jika diminum berlebiban dapar menyebabken mabuk,
teller, mukuy merah, banysk bicarn, cadel, sempoyongan, konsentrasi kurang, serta bagi vang
memiliki penyakit jmtung dapat mematikan, Berbagsai peristiwe yang rmuncul sebagal dampak
penyalshgunaan minuman beralkohol telah mengakibatkan tefjadinya tindak kejahatan seperti
perkelahian, pemerkossan, kekerasaan dalam rumah tangen, pembumihan, pencurian ataupun
perampokan dan tindakan kriminalitas lainnys Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat | UUD 1945
menyebutkan bahwa negars berdasar Ketubanan Yang Maha Esn, Artin i kehidupan masyarakat di
dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara idenl sebagai negam yang beragama, akan
lebih mudah mengatur perkembangan minuman beratkohol vang setiap sast dapat mengancam jiwa
manusia, Karenanya, maka ssdah menjadi kewajiban negara dalam hal ini pemerintah untuk
melakukan pengawnsan dan pengendelian sccars ketst terhadap produk alkkohol dan perodarannya,
antara lain diater melalui Peratwran Daerali (Perda). Konsep Waskah Akadermik Hancangan
Peraturan Dracrsh tentang Pengendalion dan Peagawasan BMinuman Beralkohol, merupakan baginn
sumbangsih pemikiran yang sceara ilmuah dapat dimanfastkon suna memudahksn pembuatan
Perda. Dengan demikian, akan memudahkan  puli penempatan  alur  sistimatikanya  datom
mienempatkan substunsi atan 51 dan suatu Perda

Kata kunei : Pengendatian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Absrace

Alcoholic beverage ix a drink containing ethyl aleohol or ethanol (C2HSOH) of miaterial processed
agricultural products comiaining carbolvdrares by fermentation and divtillation or Sermentation
without distillation, Effects |f taken excesyively can cause kangovers, teller. red face, falkative,
sturred, staggering, lack of concentration. ax well az for thove who have heart disease can be
deaelly. Various events which arixe as a result of alcohol abuse has resulted in the conmission ol
crimes such as fights, rape, domestic violence, nurder, theft or robbery and crimingl actions
latrya. Konstitusi fndonesia Ariicle 29 paragraph T of the 1945 Constitution stares that the state is
hased on God. That is the life of the people in it are formed in the frame of religious feachings,
ldeally as a refigious country, would be easier to regulate the development af alcaholic beverages
af any fime con be life-threatening. Therefore, it iv the duty of the state fn thiy case the EOVEFRTRETTS
For carry out siries supervition and control of the prodiuct alcoho! and circulation, amotg cthers,
regulated by Regulation (Regulation). The concept of an academic paper on the Draft Lacal
Regulation on Control and Supervision of Alcoholic Beverages, part of thinking scientifically
contribution can be witlized to facilitate the formulation of regulations. Thus, it wiil also facilitate
the placentent groove sistimatikanva in placing the substance or comton af the fegislarion,

Keyword : Alcoholie Beverage Contral and Supervision

L PENDAHULITAN ri awal merdeka negara Indonesia bertekad un-
wik mewujudkan cita-cita fujuan negara vakni
A Latar Belakang tercpainyn masyarakat adil dan makmuor, Ma-

Sehagai negara yang berdaulat, sejak da- ka, dalam kerangka tercapainys tujuan negara
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tersebut, negare tidak pernzh berhent menye-
lenggarakan pembangunan secara terstruktur
agar ¢ita-cita negara dapat terwujudkoen keba-
hagian lahir dan bathin bagi sclurh rakyat In-
denesia.

Membangun nogara dan bangsa morupa-
kan tantangan tersendiri beserta besbagai dina-
mikanya. Dinamika sesial, politk. hukum,
ckonomi, budaya serta tehnologi, sccarn kese-
luruhan menjadi bagian yang menyentub aspek
perilaku bangsa atsu masyorakal ndonesia se-
kaligus menjadi bauran ﬂngm perkembangan
peradaban, tehnologi dan budaya modern. Di
lain pihak perkembangan peradaban dan buda-
ya modemn beserta permumbuhan perkemba-
ngan tehnologi belum seutubmya dapat selaras
dengan struktur budaya dan dinamiks perilaku
bhangsa.

Wamun demikian, alur perkemnbangan
sostal, ekonomi, tehnologl, peradaban serta
transfer budaya modem saingat sulit ferhen-
dung. Bahkan banyak ragam penlaku modern
mampu menghasilkan perilaky  disnormatif,
disfungsional (semuanya neganf) yang kemu-
dian diadopsi oleh sebagian kecll masyarakat
Indonesia saat ini, yang tkibatnya dapat dipas-
rikan perilaku tersebut dapat mle'n[,'hanl:'ulkun
tatanan moral anak bangsa menjadi rusak.”

Perilaku negatif tersebut antara lain de-
ngan mengkonsumsi minaman beralkohol. Mi-
numan Beralkohol adalsh minuman Yang me-
ngandung etil alkohol atai etanol (C2HI3OH)
yang diproses dari bahan hasil pertanian yang
mengandung karbohidrat dengan cara fermen-
tasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destila-
si.’ Bfek jika diminum beriebiban dapat me-
nyebabkan mabuk, teller, mukas mereh, banyak
bicarn, cadel, sempoyongan, konseniasi k-
rang, scrta bagi yang memiliki penyakit jan-
tuig dapar mematikan.

Negara Indonesia, merupakan INegara
hukum yang memiliki landasan falsafah bang-
so yang disebut sebagai Pancasila. Karena i,
di dalam Growndnorsm (hukum dasar) yakni
Undang-Undang Dasar 1945, falsafah bangsa
tersebut teruraikan delem pembukasnnya. Ttu-
lah sehabnya, negara Indonesia dikenal pula
schagai negarn yang agamis sema menjunjung

tingm pluralisme. Konstitusi Indonesia Pasal
28 pyat 1 UUD 1945 menyebuikan bahwa ne-
gara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Ar-
tinya kehidupan massarakat di dalamnyva ter-
beniuk dalam bingkai ajaran agama. Secara
ideal sebagal nepara yang beragama, akan le-
hih mudah meénganr perkembangan minumean
beralkohol yang setiap sast dapat mengancam
jiwa manesiy. Korenanyva, udak ada alasan un-
tuk melakukan pembioran terhadap penvalah-
gunazn konsumsi minuman yvang mengandung
alkohal yang peredoran untuk jenis tertentn sa-
fgat bebas.

Dalam hal penvalahgunasn alkohol seca-
ra Jeas maka sudah menjadi kewajiban negara
dalam hel ini permerintah untuk melakokan
pengawnsan dan pengendalian secara  ketat
terhadap produk atkohol dan peredarannya.

Adapun dampak negatif minumwan beral-
kohol depat menimbulkan kerugian terhadap
keschatan manusia antara loin sebagei berkut:

1. GMO (Gangguan Mental Drgxwk}.
yang mengakibatkan perubahan peri-
lakn seperti bertindak kasar, sehingga
bermasalah dengan keluarga, masvara-
kat, dan kariemya, Perubshan fisiolo-
s, seperti mata juling, muka merah,
dan jalan sempovongan, Kemudian, pe-
rubahan psikologi seperti susah  kon-
senirasi, bicars melantur, mudah ter
singgung, dan lainnya,

2. Memssk Dayn Ingat, yaitu pada  usie
remaja (17-19 whon), ofak manusi
masih mengalami perkembangan pesat
oleh karenn i, sayang sckali jika res
maja sudah biasn dengan kecanduar
minuman  beralkehol, karena akar
menghambat  perkembangan memaor
dan sel-sel otak.

3, Odema Otak, merupakan pembengke-
kan dan terbendungnya darah pada jari-
ngan-jaringan otak sehingga mengaki.
batkan gangguan koordinesi dalam
otk secars normal,

4. Sirosis Hati, penyvakit ini ditandai olet
pembentukan jaringan ikat disertai no
dul pada hoti karena infeksi akut dar
virus hepatitis yang menychabkan pe

! Hermasyah, Posodogd Spsial; Dopek Negar Penvoalaigimaan Minumon Alkoho!l, Parator Press, Jakirn 2004, hal
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radangan sef hati yang luss don kema-
fian sel.

5. Gangguan Janiung, mengonsums: mi-
numan beralkobol, apaiam kecanduan,
bisa mengakibatkan geageuan Janiung,
dimana lama kelamaan Jantung tidak
akanberfungs: dengan baik.

6. Gastrinitis, ysito kireéna kecanduan mi-
numan keras dimans menvehabkan ra-
dang, atau luka peda lambung.

7. Paranoid, vaity panepuan kepiwann kn-
rena  kecanduan dimana  seolah-olah
merasa dipukuli, schingga perilakunya
kazar terhadep orang-omng vang ada di
sckitarnya, atau sepert ada bisikan-bi-
sikan untuk melskwlan sssuaty, dan la
akan melakukan sespam dilvar nalar-
n}ln."

Selain kerugian terhadap keschatan
manusia terschul, periunya pengawasan
din pengendalian terhadap peredarun, pen-
jualan dan perizinannya uniuk mencegah
timbulnya pumgguan  kelentraman  serta
ketertiban umum masyverakar dari dampak
buruk techadap penyalahpunaan minuman
beralkohol sebagai salah satu fakior pendo-
rong terjadinya tndak kekerssan dan k-
minalitas secta tindakan dak terpuji lain-
nya yang hertentangan dengan nilai-nilai
berdasarkan falsafuh Pancasila dan UUD
1945, Berbagai peristiwa yang muncul se-
buepai dampak penyvelshgunaan minuman
beralkohol telah mengakibatkanterjadinya
tindak kejahatan scperti perkelabian, pe-
merkosaan, kekerasaan delam nemish tang-
ga, pembunulian, pencurian atawpun pe-
rempokan dan tindakan kriminalitas lain-
nva. Sehinggs jika Pemenniahon Dacrsh
Kabupaten/Kota tidak memmuskan siamy
kebijakan daolam menanpgulangi peredaran

Kansep Naskal dbademil Suacangan Pereraran Daerah Tendaag .. ..

Falsal Sunslage

bawal umur, sudsh menjadi kewajiban ba-
gl pemerintah pusat maupun pemerintah
dacrah unhik mengambil peranan secara
normiatif dan formal untuk mempersempit
hingkup edarmya, seria memperkecil resiko
negatifnys kepade pars apak-anak dibawah
umur mEupun bagi penerssi mods yang se-
hamsnye  leblh  produkif membangun
bangsi.

Drart sssi penyelenpggaraan pomerinta-
han, sudsh selayvaknyva pemerintah dacmh
metnbenikin sohis lebih konpkrit dengan
mengetunrkin peraturan daerah torkait pe-
ngendalian dan pengawasan tethadap mi-
numan berafkohol vang secara subsianzio-
nal peraturan dacrah tersebut mengatur an-
tarn lain klasifikasi minuman beralkohol,
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,
perizinen den rekomendssi, pengendilian
peredaran munuman beralkohol, minuman
beratkohol tradisional, pelaporin, penga-
wasan, pembinaan, peran sertn masyarakat,
sanksl administratif, ketenman penyidikan,
ketentuan pidena, ketentuan peralihan dan
koteniuan panig.

Sehagot dacrah yang memiliki hak
otonem wutuk mengatur ketenteraman dan
ketertiban umum masyarakat sebagnimana
dimaksud dolem Undong-Undang Momor
23 Tahun 2014 tentang Permennlahan Das-
rah, maka Pomerimiah dacrah Kabupaten
Fota memiliki kewenangan untulk menga-
tur dan mengunes (unisan wajb) penye-
lenggrardan ketertiban wmum dan keten-
trmman masyarakal, sehingga Pemerintahan
Daerah KsbupatonKotamemiliki kewena-
ngan univk membentuk Persturan Daereal
untuk mengendalilan dan mengawasi pere-
daran minwman beralkohol terschut,

minuman beralkolol, maka polensi ter-
pamggunya ketentraman  dan ketertiban
umnm masyvarakat akan semakin besar. So-
lain itw, penyalzhgunazn minwman beral-
kohol akan berdampak buruk bagi keseha-
tan karena mengandung 7ac vang berbaba-
va bagi keschatan manuosia hingga dapat

B. Identifilasi Masalah
Dalam rangks mewuwjudkon pengenda-
lign dan penprarasan minuman beralkohol apar
tidak tegadi penyalobgunaan dengan segala di-
MENsINyE, Sera eiap menjaga kesehilan gene-
rasi muda yang berguna bagi pembangunan
bangsa dan negars dimasa kini dan muss yang
menyvebabkan Kematian, nkon datang, maka permasalahan dibatasi se-
Dalam hal bebasnya peredaran minu- bagai bemkui:
mam alkohol yang memberikan dampak ne- 1. Mengapa diperlukan Peramuran Daerah
2atif terhadap generasi muds way snak di tenlang Pengendalian dan Pengawasan

* Firmun Inwan, Pemgarnd Afkotal Bayi Kepefoton, Wocann Jayas Press, Takara, 208, hal 74
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Minuman Beralkohol?

2. Apakah Peraturan Dagrah tentang pe-
ngendalian dan pengawasan minuman
beralkohol sudab menjamin kepenti-
ngan semua pihak dan tdak lerjad pe-
nyalahgunaan perediran minuman ber-
alkohol?

3. Sejaubhmana Perawran Doerah teniang
Pengendalian dan Pengawasan Minu-
man Beralkohol mampu mengekarmo:
dir kepentingan pihak-pihak yang ter-
kait dengan Peredarun Minuman Beral-
kohol?

4, Bagaimana konscp penegakan hukum
titkait adanya Perabiran Daerih ten-
tang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol?

C. Metodologi Penelitian

Metode vang digunaksn dalam peayusu-
nan MWaskah Aksdemik Foncangan Permiuran
Diaerah tentang Pengendalian dan Pengawisan
Minuman Beratkohol adatah metode yunidis
normatif yang dilengkapi dengan diskusi (fo-
cus group diseussion) dan pengamutan di japa-

Pendekatan yuridis normatif mengguna-
kan dats sckunder vang diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hu-
kum yang menjelaskan dan berhubi-
ngan langsung dengan objek penclitiun,
seperti UL nomor 23 tahun 2014 Ten-
tang Pemerintahan Daergh, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 74
Tahun 2013 Temtang Pengendatian dan
Pengawasan Minuman Beralkohobdan
Peraturan Menteri Perdagangan Momar
HM-DAGPERA2014  ientang  Pe-
ngendalizn dan Pengawasan Terhadap
Pengaduen, Peredaran, dan Penjuslan
Minuman Beralkohol,

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan
yang memberikan penjelasan terhadep
bahan hukum primer, berupa literatur-
literatur, hasil-hasil penelitian dan ha-
sil-hasil karya ilmiah.

3, Bahan hulom tersier, yeitu bahan ho-
lum yang menjelaskan bihan hokum
primer dan bahan hukum sekunder, se-
perti Kamus Besar Bahasa Indonesta.

{5

1. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK
EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Tujuan nastonal bangsa Indonesia yang
tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar Megara Republik Indonesia 1945
adalah melindungi segenap bangsa Indonesin
dan seluruh fumpah derah Indenesia, mema-
jukan keseciahterasn umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, serin ikut melaksanakan
kctertiben dunia veng berdasarken kemerde-
kann, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, di-
selengpgarakaniah upsva pembangunan yang
berkesinambungan vang merupakan suate
sangkaian pembangunan yang menycluruh,
ferarah dan terpadu, termasuk diantaranya
pembangunan keschatan khususnya bagi ge-
nerasi muda bangsa dan upaya mewujudkan
keteniraman dan ketertiban wmum mMasyara-
kat sebagal salah satu faktor pendorong tlerja-
dirva tindak kekerasan dan kriminalitas.

K eschatan merupokan hak asasi manu-
sia dan salah satu unsur kescjabtersan yang
harus diwujudkan sesum dengan tujuan nasi-
onil bangsa Indonesia, Oleh keréna itu, un-
mk meningkatkan dergjot keschatan masya-
rakal yang setinggi-tingginya dilakukan de-
ngan cara mewnjudkan pola hidup yang se-
hat vang mendukung tumbub kembangnya
anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar
untuk hidup schat, dan memungkinkan inter-
aksi sosial serta melindungl masvarkat dar
pncatnan bahava yang berasal dari perilaku
pola kidup yang kurang schat dan atau tidak
menvebatkan.

Saldh satu ancaman bahayn yang bera-
sal dori periloku pola hidup yanpg kurang se-
hat dan atau tidak menyehatkan bagi kehidu-
pan masyarakat, khususnya bagi generasi
muda adalah terkait pengendalian dan penga-
wasan minuman beralkohol terutama dalam
hal peredaran dan penggunsannya. Dalam
koitamnyva dengan bidang keschatan berupa
mewujudkan pola hidup yang schat, yang
mendukung tumbuh kembangnya anak dan
rémaja serta memenuhi kebutuhan dasar un-
tuk hidup sehat, konsumsi minuman beral-
kohol menjadi masalah yang sangat serius
karena sering kali dikonsumsi secara berlebi-
han,
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Sefain it jugs, poniingnmya lingkungsn
yang aman yang dapat memberikon perlimidu-
npan terhadap masyarnkat dar dampak sang
ditimbulkan akibat mengkonsums  minuman
beralkohol sebagai saleh satn fakior pendorong
terjadinya tindak kekerasan don lorimminnlitas,

Untuk itu pentingnya: pengendalian dan
pengawasan teriwuiap pengadnan,
dan penjurlan minuman bemikohal sefingm
dapar memberikan perlindungan, menjags ke-
sehatan, ketentraman dan Ketertiban masyura-
kat dari dampak burk lerhadop peavalahgu-
naan minumitn beralkohs|

Berdasarican Peraturan Presiden Bepub-
lik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang
Pengendalian dan Peagawasen Mimuman Ber-
alkoko] dan Peraturan Menten Perdopgangin
Momaor 2WM-DAGPER /014 tentang Pe-
ngendalian dan Pengawasin Terhadsp Penpa-
daan, Peredaran, dan Penjualan Minwman Ber-
alkohol babwa yang dimaksudion BMinuman
beralkobol terdin dari;

1. Minuman Beralkohol sdalah mimman
yong mengindung cofil alkohal atau
etano] (C2HFOH) vang diproses dan
bahan hasil pertunian yang meangan-
dung karbohidrat dengan cara fermen-
tasi dan destilasi atan fermentasi tanpa
destilazi, dan

2. Minuman Beralkoho! Tradisional ada-
[ah Minuman Beralkohol vong dibuat
secara tradisional dan turun termunan
yang dikemas sccara sederhana dan
pembuatannya dilakukan sewakin-wak-
tu, serta dipergunakan untuk kebutuhan
adat istiadat wten upacars kespamaan,

Minuman beralkohol, berdasarkan Puis
sal 3 Pemturen Presiden Republik Indonesia
Momaor 74 Tabun 2013 Tentng Pengendalian
dan Penguwwasan Minumun Beralkohol, Ayat
{1} Minuman Beralkohol vang berasal dari
produksi delam negeri atau nsal impor dike-
lompokkan dalam golongen scbagai berkut:

& Minuman Beralkohol polongan A ads-
lah minuman yveng mengandung =til al-
kobol atmo etanol (CZHSOH) denpan
kadar sampai dengan 3% (lima porsen);

b. Minuman Bemlkohol pelongan B oda-
lah minuman vang mengandung etil al-
kohol atau etanol (C2HS0H) dengan
kadar lebih dari 5% (lima persen) sam-
pai dengan 208 (dua puluh persen);

Fulsal Samadage

dun

o. Minuman Beralkohol golongan C ada-
lah rmunuman vang mengandung el
alkohol atiu etanct {CIHA0OH) dengan
kader lebih dan 20% (dua pulah per-
sen) sampai dengan 53% (lima puluh
lisma persen.

Ayt (2] Minwman Bemlkohol sebagoi-
muna dimaksud pada avat (1) ditesapkan se-
bagai barang dolom pengawasan.

Avat (3} Pengawnsan sebagaimang di-
miksud pada oyar (2) meliput pengawusan
terhadap pengidann  Minuman Beralkohol
yang berasal dari produksi dalam negeri atau
asal impor sert peredamn dan penjualannya,

Dari ketentuan pasal 3 tersebut somgnt
jelas babwn minumaon beralkohol ito terdiri
dari katzgor A, B, dan C, vang imasinp-rhasing
katagori ditentukan oleh kadar slkoholnya.

Dalam produkst serin sdumya semun mi-
numsn berdesarkan kstagori tersebut berda-
sarkan keteniuan Peraturan Presiden Momor 74
Tahun 2013 Tentang Penpendalian dun Penga-
wisian Mimuman Beralkohol disebutkan bahwa
BupatiWalikom dan Gubemur diben kewena-
ngan melakukan pengendalian dan pengawa-
sai, Hal terschiut dituanghan peda Pasal 8§ yang
menyebutkan  babwa  Bupani/Walikota  dan
Gubemur untuk Dacrah Khusus lbokom Ja-
karta melakuban pengendolion dan pengawa-
san terhadap produksi, peredaran dan penjua-
fan Minuman Beralkohol Tradisionsl ustok
kchumhan ndat istiadat atau upacara keagamas
un i wilavah kerja masing-masing.

Dan ketenoean torschat, kapasitas Bu-
pati‘Walikoln  kedudukannyn sebagai kepala
dacrah sebagaimona dimaksudkan oleh Un-
damg-undong Momor 23 Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerali. Cleh karena itu kewena-
ngar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
dalam kal penvelenggoraan  Pengendslisn dan
Pengrwasan Minuman Beralkohol pada dosar-
nyd lelsh diamenstkan oleh Undang-Undeng
Momor 23 Talun 2014 tentang Pemerintohan
Doerah yang menyamkan hahwa Pemerintah
Daerabh menvelengparakun urusan pemerinta-
han vang menjadi kewenangannya, antara lain:
(a) perencanamn dan pesgendaliaon pembangu-
nan; (b} perencanaan, perpanfaatan, dan pe-
ngawasan tata ruang; (e} penyelenggaran ke-
tertiban wmum dan Kelentramom masvarakat;
(d) penyediasn sarana don prasarana ooom
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{¢) penangsnan bidang keschatsn, ([} peaye-
lenggaraun pendidikan dun alokasi sumber
daya manusia potensial; (g) penanggulangan
masalah sosial; (h) pelavanan hidang keteoa-
gakerjasn; (i) fasilitasi pengembangan kope-
rasi, usaha kecil, dan menengah; (j) pengends-
lian lingkungan hidup: (k) pelevanan portana-
han; (1) pelayanan kependudukan, dan catatan
sipal; {m) peloyonan administras usm peme-
rintahan; (1) pelayanan administias penani-
man midal; dan (o) urusan wajib lannye yang
diamanatkan oleh peraturan perundang-unda-
ngan. Kewenangan yang dimiliki Pemerinth
Diaerah tersebul dilaksanakan mentcl §58s
otonomi dan fegas pembantuan seriy bortujuan
untuk meningkatkan kesgjahiterasn masyara-
kat, pelayanan umum, dan dsya saing daerah,

Selain dan pengaturan terscbul, Perats-
ran Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/
PER/4/2014 tentang Penpendalian dan Penga-
wasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan
Penjualan Minuman Beralkohol mengatur le-
bih lanjut secara rinci terkail perizinan, pen-
jualan, pengedaran, pengecer atau penjul
langsung dan lainnyn, Kemudian ditambah
fukta sosial di setinp decrabi yenp mengatur
mengenai minuman beralkohol wadisional man
pun minurman oplosan Gl campuran Yang
mengandung alkohol serta pengaturan kebers-
gaman agams dan adat istiadat di Indonesia
mengenai pengaturan terkait minuman beral-
kohol vang semuanya menjadi dassr yang ter-
tuang dalam naskuh akademik mi.

B. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait
Dengan Penyusunan Morma
Asgas di dalam suam peraturan hukum
merupakan hal vang sangat penting. tidak ada
hukum vang dapat dimengertl tanpe asas-gsas
tersebut. Norma-norma adalah pengejawanta-
han dari asas yang ada dalam peraturan ho-
kum. Dalam Naskah Akademik ini asas-asas
vang digunakan adalah:
1. Aszas Kepentingan Eualitas Keschatan
Manusia
Pengendalian dan Pengawasan Minu-
man Beralkohol dimjokan untuk ke
pentingan menjaga kualitas kesehatan
manusia secars keselurihan, memben-
kan perlindungan, ketertiban dan ke-
tentraman masyarakat dari dampak bu-
ruk penyalahgunaan minuman beralko-
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Asas kemonfaatan Umum.
Pengendalian dan Pengawasan Minu-
man Beralkobol harus  memberikan
manfanl vang sebcsar-besamiya untuk
kepentingan perilaku hidup sehat bags
individu dan masyarakat, Di samping
itu, Pengendalian dan Mengawasan Mi-
pumen Beralkobol jugs diarahkan un-
tuk wepentingan pembangenan kualitas
manusia indonesia

Asus Keterpaduan dan Keserasian.
Pengendalian dan Pengawasan Ming-
manp Bemikohol dilaksanakan secara
seimbang dengan memadukan berbagai
unsur atae  mensmergikan  berbagat
komponen terkail, scperti kepeatingan
keschatan, kepentingan ekonomis, dan
kepentingsn kelenagakerjaan.

. Asas Kolestarian dan Keberlanjutan.

Setiap orang memikul kewajiban dan
mnggung jawab terhadap  peneram
menditang dan terhadap scRamanya
dalam sam generasi dengan melakukan
upaya Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Heralkohol dan mencegah
terjadinya  penyalahgunaan  minuman
alkoho! yvang berlebihan dan bukan un-
tik poruntukanmoys,

Asng Partisipanif

Sctiap anggoth masyarakat didorong
untuk berperan aktf dalam proscs pe-
ngambilan keputusan dan pelaksanaan
Pengendalian dan Pengawasan Mino-
man Bereikohol. baik secarn lengsung
maupun tidok lingsung.

Asas Kescimbangan.

Asas weng mengmpatkan  pengatu-
ran Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol haruslah dalom
keseimbangan antara hak dan kewaji-
han, baik dari sisi negara, produsen, pe-
ngedar, pengguna maupun masyarakat
pada wrnumny,

Asas Keadilan,

Pengendalion dan Pengawasan Minu-
man Beralkoho]l harus mencerminkan
keachilan secara merata ke semua lapi-
gan asyarakat, baik lintas gencrasi
maupun lintas  gender, Selain ity
Pengendalian dan Pengawasan Minu-
man Beralkohol dimaksudkan agar ma-
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‘syrrabat memahimi bakekal berperiia-
ke hidu sehiat. rnanjagu- kerertihan seha-
gai hak asasi manusia yeng dianr dan
diglrl serta dilindungm  dalam  Pasal
2BH ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945,

8. Asas Perlindungan Hukom
Asas yang menjamin terlindunginye se-
cara huloam parm prhak yan> terkut de-
ngan Pengendalion don  Peénprwisin
Minuman Beralkohol dalam rangks
mewujudkan perilaku hidup schat hak
atas keschatan wirga masynrasal seria
memberiken jaminen dajem  Tenghs
menghider menghindard akibat bumk
dari penggunaen minuman  alkohol
yang berlebihan,

9, MAszas Keterbokann dan Peruy Sera
Asas vang membuka din fechedap hak
masyarakal umiuk memperolch infor
masi yang benar. jujur, den tdak dis-
krimingtif tentong Pengendalinn  dan
Pengawasan Minuman Beralkohol serta
gsas yoang membuka mang bagl setiap
angEMa musyarakar uniuk berperan ak-
tf dalam pengumbilion keputusan dan
pelaksanaan Pengendalian dan Penga-
wasan Minumnn Herulkohol, balk se-
coma bngsume maupen tdak Inngsung.

10, Asas Alnntabilites.

Asas yong menentukon bahwa selinp
kegiatan dan husil skhir penyelengga-
raan Pengendalian din  Pengawasan
Minuman Beralkohol hams dapat di-
pertanggungiowabknn kepuds masyir-
Eat sesum dengan Kefentisn, pestiumn
perundang-undanpgan yang berfoko

C. Kajlan Terhadap Prakiik Penvelengpa-
raan, Kondisi Yang Ada, Secta Masabuh
Yang Dikadapi

Pengendalian minuman beralkohol ada-
lah setiap kegiatan atau seranghaian kegistan
dalam romgka menganr don mencegah iran-
saksi jual heli atau serah lemma minuman ber-
alkohol bukan pada empatmya danfatau orang
yang belum dewasa steu segaln usiho aieo
kegiatan umtuk mengendalikan, mengetahu,

menilai dan mengarahkan agar peredaran mi-

numan beralkohol dapat dilaksanakan sebagai-

mana mestinya. Sedanpkan pengrwasan minus
man beralkohol adalah scrangkalan kegiatan
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pencarien, pengumpuian dan analisa data dan/
atau kefepangan lainnys terbadap sepaln ben-
tuk pelanggaran usaha peredarsn dan/atan pen-
jualan minumean bemikohol,

Mlipumuen Bernlkohol merupakan ming-
man vang mengandung ol alkohol gkt etanal
(CZHSOH) yang diproses dan bahen hasil per-
tanizn veng mengandung karbohidrat dengan
cara fermentast don destilas) stao ferrmentasi
tinpa destilasl. Sedenglan Minomsn Beralko-
hol Tradizionsl wang selaniutove disingkat
MBT adalah Minuman Hemlicohol yang dibuat
secmy tradisional dan turun temumnm yang di-
kemas soopmm sederhaneg dan pembuntannya
dilakuimn sewnkiu-waktu, sertn dipergunakan
mnmk kebutwhen adnt istipdat atan upacara
Keagnmann.

Perkembangin e globalisesi vang me-
tingkst dengin didukungnya icknolog seria
imfiormesi yang canggih dan dapat di akses
langzung obeh masvaroket, seperti imternet, te-
levisi, mdio, handphone, dan lain-lain, ming-
min- glkohol mulsl masuk ke pasaran Indone-
sta, dan mulai menvebar ke seluruh Nusantara.
Hal ini yang menyehabkan masvarakat di In-
donesin mulii menghomsums minuman ber-
alkohol. Kurang terkeindalinva Cafe-cafe hing-
gn kiub malam menjual minuman beralkohol
secarn bebos kepuda pera pengunjung demi
mendapatian keuntungan.Pads mulanya, mi-
miirnan alkohol di komsumsi oleh kalangan
orung-orang i daemd e ving 1elsh me-
bewaanl batas vetn devasns dengan tsjuan untuk
menghangatian badan maupun untuk kegiatan
Eespamuin ferhadap agamn tertcntn. Namun
kondisl sant ol ternvata semun kKalangan baik
laki-luk: dan wanita hinggs anak-anak remaja,
muplal  mengkomeums  minuman  beratkohol
vang disehabkan oleh pengaruh budayva asing
yung miasuk ke budava kite sébopal gaya hidup
umtuk mengilkuti perkembangan Zamin.

Schegnl genernsi muda, kalangan anak-
anak remaja ditundut uniuk selaly berkarya dan
berkreasi untuk kemajuan bangdanya. Terapi
padn kondisi yang lain, serinpkali kita temuy-
kan annk-anak remnaja sudah dipenganibi olch
budaya guva hidep bebas, seperti menghom-
suimsi rinuman . alkobol yang scbhenamyva mi-
munan terschut ik layak diminum bagr mers
ka vimg usianya masih muods,  Berbagai merek
minuman beralkohel  semakin mudsh oniuk
didapatkan  dimann sz, tanpa diserta dengan



Jurmnt Ler Librmw., Kol § Ne. [, Desember 20040

pengawasan orang tua. Mengkomsumsi minu-
man beralkohol bag anak-pnok muds merupa-
kan suams hal vang baru untuk dilskukan, tapi
di balik fakta tevsebut ternyata dapat merusak
moral dan berdampak bemk begt perilaku me-
reka, sena berdampak buruk pula bagl keseha-
tannya schagai akibat atau pengaruh dan mi-
numan beralkohol,

Mengkomsumst minuman berlkehol se-
cars berlebihan bagi kalangen anak-anak re-
maja dapat mempengarubi kondisi perilaku pe-
rubahan psikologis, serie kelnlangan daya kon-
sentrasi dalam belajar yang menvebabkan me-
nurunnva prestasi belajer di sekolah. Kasus
perkelahian antar pelajer yang kini sedong
terjadi, disebabkan oleh perilaku mereka dian-
taranya menghomsumsi minuman beralkonol
vang menyebabkan daya emosi mereks ek di-
kendaliban. Disamping i, berbagai penyukt
berbahaya sepert kanker, liver bahkan me-
nyebabkan kematian mengancam nyawa me-
rckn yang masib berusia muds, yeng sudsh se-
pantasnya bagi generasi muda untuk menjaga
keschatannya. Jika tidak dicegah untuk meng-
hentilian menphomsums: minumean beralkohal,
maka akan membahavakan generasi muda
bangsa yang akan menjadi harapan bangsa.

Bchagai generasi muda, sudab  owilod
saamya untuk berjuang memimpin bangsanya
untuk menjadi yang lchih baitk di kemudian
hari, Tapi kondisi ini mulai berubah sesuai de-
ngan kenvaiaan wvang di harapkan. Penlzku
kalangan amak remaja yvang mengkomsiamsi
minuman beralkohol, mencerminkan generasi
muda di kalangen anak-snak remaja sedah ru-
sak oleh perbuntun yang telah mercka lakukan
selama mengkomsumsi minuman beralkofiol

Keberadaan minuman beralkohol di ling-
kungan masvarakal semakin meningkat. Bab-
kan, keberadoannyy ind sudah makin tersebar
di daerah pendesaan, yang masyarakstnye ku-
rang akan pemahaman pengetshuan bahaya
dan dampak yang diimbulkan akibal meng-
komsumsi  munuman  beralkohol, Penganch
negatif terhadap masyarakat yang mengkon-
sumsi minuman beralkohol tanpa edukasi yang
baik dan tanggungjewsb juga menycbabkan
naiknyn tingkat kejahatan dan krmininalitas,
sepertinya perkelahian aniar warga, terjadinya
pencurian, perampokan, kekerasan dalam ru-
mah tangga bahkan bisa menvebablan teradi-
nye kecelakaan yang menyebabkan kematian

T2

apabils mengkonsumsi minuman beralkohol
sampad hilangnys kesaduran saat mengoperasi-
kay mesin‘kendaraan

Busus kematian vang discbabkan oleh
menghamsumsl minuman beralkohol semakin
meningkar, wrhadap berbagai kalangan temta-
mz beg kalingan apak-anak remaja.  Mereka
rela meenpkomsumsi mimaman beralkohol de-
mi baova untuk mencari kesenangan dan ke-
gembirann, dibendingkan uniuk mengejar ikmu
yang lebih berpuns bagi mercka kelak untuk
kemajuan bangsany: nanti, Perbuatan vung
mereka lakmkan, memang sudah mencemarkan
karakier generasi muda yang baik.

Mahalnys minuman beralkohol uniuk
golongan  ferteniy, menyebabksn marmknya
produksi minuman beralkohol lebib mursh
¥EOE dibusl secara campuran atsu oplosan
vang tidak diketabul kadar alkoholnya dan ba-
hisva vang lebih parsh yang ditimbulkan hing-
ga menyebabkan kematian, Minuman Beralko-
hol Campursn ataw Minuman Oplosan adalsh
rinimias beralkohol vang dibuai dengan cara
MENcAMPUT, METamw atay dengan cara terenm
dart bahan yang mengandung etl alkohol (C2
H3OH} danatau metil alkshol (CHIOH) atau
bahin lainnya sehinggs menjadi jenis minu-
man herlkolol baru yang dopat membahaya-
kan kesehatan, lingkangan dan/aiae keselama-
b ] n}'ll'-'-'-ﬂ..

Selin fu, pasar perdagongan minuman
bemlkohal semakin meningkat, sertz mengala-
i dalam memperualkan minuman beralkohol
ke scluruh deerab perkotan hingga masuk ke
dacrah pendesaann, Teatu, berbagn perusaha-
um minuman beralkohol dungan merck yang
terkenal, sudah mula berani mendirikan pab-
nknya tanpa diserial dengan izin mendirikan
perusahann yang berlako, dan tGdak adamya pe-
ramran hukum yang meogikat dan tegas dari
pemerintah, Selain itu, masuknyva minuman
beralkohol yung didatangkan dari luar negeri,
tanpa gdonya perizinan hukum yang berlaku,
Hal ini temtu sudeh makin memperbuule ke-
beradaan minuman berafkobol yang semakin
meningkat di lingkungan masyarakat, hingga
ke kalangian anak-arak remji.

Scehagai negara hukum, periu disertai de-
ngun pernfuran hukum yang bersifat tegas dan
mengikat vany didukung oleh aparat kepolisi-
an vang bertindak secarn tegas, cepat dan tak
lambat terhadap perediran minuman beralko-
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hol yang beredar di daerah perkotaan. Pengen-
dalian dan pengawassn peredaran minuman
beralkohol dilakukan dengan melakukan pe-
nguatan terhadsp izin minuman beralkohol,
serta mengtapkan tarl pajak penghasilan hag
pars pengusaha minuman beralkohol, dan
memberikan edukasi terhadap pengecer, pen-
jual langsung dan pengguna minuman beral-
kohol merupakan salah saw langkuh vang pa-
ling efektif untuk menyelameikon moral gene-
rasi muda dari ancaman pesgarub bahovanye
mengkomsumst munuman  beralkohol, selain
itu lerampan agama yang mengharamkan
mengkonsumsl minuman  beralkohol schagai
galah satu vpays pengendalian pgar musyars-
kat mengikuti ajaran agama vang diperintah-
ki,

Mengingat beredarnya minuman beral-
kohol telah merambah hioges i edesaan,
maka kiranva Permaturan Presiden Momor 74
Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Penga-
wasan Minuman Beralkohol dan Peraturan
Menten Perdagangan Momor 20/M-DAGPER
(4720014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Pereduran, dan Penjua-
lan Minuman Beralkoholdapat ditindaklanjuti
secara lebih rinei melalul Peraturan Daerah,
yang sifstnya lebih fehnss serta lebeh kongkric
dan dapat memberikan perlindungan dan ke-
pastian hukum bagi masvarskat,

Dalam tataran empirik, terdapal persoa-
lan yang sangat krusiel yaim beredarnva minu-
man yang disebut dengan minuman oplosan
yang kandungan isinya tidak tergamborkan de-
ngnn jelas sebagai hasil oplosan atay campuran
dani berbagai bahan vang berbahave bagi kesc-
hatan. Fakta vang dipercleh duri lapangan ba-
nyak minuman oplosan vang mematiken kare-
na kadar alkoholoya lebih dari 35% dan me-
ngandung #at berbahaya lainnya,

Selain itw, perlu pula dicarikan solusi
dan pengaturan lerhadap minuman tradisional
yang diproduksi secara massal, melampaui
jumlah 25 liter per heri dan dicdarkan secara
komersial melampauikeluar dari wilayah ad-
minisirasi tempat minuman tradisional tersebut
dibuat.
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II. KETERKAITAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN LAINNYA

Pengaturan tentangPengendalian dan Fe-
ngawasan Minuman Beralkohol memilikl h-
bungan den ketericaiten dengan peraruran per-
undang-undangan, entara lain:

L. Undang-Undarg Dasar Negara Republik
Indomesin Tahun 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acam Pi-
dana (Undang-Undang Nomor 8§ Tahun
1981 ):

3. Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1999
tentang  Porlindungan Konsumen (Lems-
barzn Megara Repoblik Indonesia Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Noinor 39 Tahun 1999
fentang Hak Asssi Maposia {Lemboran
Megara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Momor I886);

3, Undang-Undang Nomor & Tahun 1974
tentang  Pokok-Pokok  Kepepawaian
(Lembaran MNegara Bepublik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3041) sebagaimana
teleh diubah dengan Undang-Undang No-
mor 43 Taliun 1999 tentang Perubahan A-
tas Undsng-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian
{Lembaran Megara Republik Indonesia
Tohun 1999 Momaor 169, Tambahan Lem-
paran Megara Republik Indoncsia Nomor
JBa0,

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 4235);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tshun 2003
tentang  Sizlem  Pendidikan MNasional
(Lembaran Megara Republik Indomesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tembahan Lem-
baren Megara Republik Indonesia Nomor
4301

8, Undang-Undang MWomeor 26 Tahup 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Nege-
ra Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 4725);
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9, Undang-Undang Womor 14 Tehun 2008

tentang  Keterbukaan Informasi Pubrlik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-

hun 2008 Momor &1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 43451,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolsan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tabun 2009 Momar 140,

Tambahan Lembaran Negam Republik In-

doncsia Nomar 5059,

. Undang-Undang Nemor 36 Tehan 2009
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negarn Republik kn-
donesis Momor 3063,

. Undang-Undang Memer 12 Tahun 2011

tentang  Pembentukan Peraturen  Perun-

dang-undangan {Lembaran Negari Repub-
lik Indonesia Tahun 201 | Nomor 82, Tam-
bahan Lembaran Negara Repoblik Indone-

sta Momor 4389,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintshan Daerzh (Lembaran

Negara Republik Indonesin Tahum 2014

Nomeor 244, Tambahan Lembaran Mepara

Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pererin-

tahan antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi dan Pemerintzhan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2007 Nomaor a2,

Tambahan Lembaran Negara Bepublik lo-

donesia Nomaor 47370

. Peraturan  Pemerintash Nomor 41 Taban
2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah
{Lembaran Megara Republik Indosesia
Tahur 2007 Nomor 8%, Tembahzn Lem-
baran Megara Republik Indenesia Nomor
47417,

16. Peratran Presiden Nomeor 74 Tahun 2013

Tentang Pengendalian dan  Pengawisan

Minuman Beralkohol;

Peraturan Menteri  Perdaganpan MNomor

20M-DAGPER/M42014 teniang Pengen-

dalian dan Pengawasan Terhadap Penga-
daan, Peredaran, den Penjualan Minumin

Berulkohol,

Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomar |

Tahun 20114 tentang Pembentukan Produk

Hukum Dacrah.
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IV . LANDASAN FILOSOFIS,
SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A, Loandasan Filosofis

Minuwman beralkohol pads dasamya me-
rupakan suzly bentuk gangguan terhadap kehi-
dupan dan penghidupan masyvarakat, oleh kare-
it itn, sccara filosofis, pembentukan Peraturan
Dacrah tentang Pengendalian dan Pengawasan
Pecedaran Minuman  Bemlkohol meripakan
bagian dari pemenuhan tujuan Negara Repub-
lik Indrmesia, vaitu melindungi segenap rakyat
dup bangsa, sertn seluruh tumpah darah Indo-
mesia, memajukan kesejahlérian womm, men-
cerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak-
sanakan ketertiban dunia vang berdasaroan ke-
merdekann, perdamaian abadi, dan keadilan
s051al.

Suntu negare dolam memberikan keten-
terpman, kesciahteraan dan keschatan, serta
perlakuan hukum terhadap rakyatnys pada
ymumnya selalu dilandasi filosofi negara
yang bersangkutan. Filosofi negera pada da-
sarnva berpangkal darl tatanan pemikiran
yang bersumber dari kebiassan-kebiasaan
ptan keberadaban sosiologis suatu bangsa,
Bagi Negara Indonesia, dalam setiap pokok-
pokok pemikiran terkait pembentukan peri-
turan perundang-undangan maupun pelaksa-
naannya selalu bersumber dari Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik In-
donesia 1945, Intinya pembentukan rancangan
Peranoran Daersh tentang Pengendalinn dan
Pengawasan Minuman Beralkohol ini adalah
dermi terciptanya rasa keadilan dan perlindu-
igan kepada masyarakat,

Upaye melindungi segenap rakyat dan
bangsa Indonesis, dikuatkan pula dengan hak
sgriap orang atas perlindungan diri pribadi, ke-
luarga, kehormatan, mariabat, dan harta benda
vang dibawah kekuasaannyaseria berhak atas
rasa aman dari ancaman ketakutan untuk ber-
buat, atau dak berbuat sesunty, yang merupa-
kan hok asesi, hak hidup sejahtera lahir batin,
beriempat tinggal, dan mendapatkan lingku-
ngan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak
mernperoleh pelayanan keschatan schagaima-
na diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal
2% H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
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B. Landassn Sosiologis

Peda umummya suam negars berkem.
beng yang sedsng menvelenggaraiin proses
pembangunan, termasuk Indonesia, meonghi-
dapi permasalzhan dalan pembangunan hu-
kum terutama dalam pembustan undang-on-
dang sertn peraturan pelaksannan lainnva,
termasik defam hal ini pembunian Peratirn
Daerah,

Pembangioun merapakon suat rang-
kaian program vang sifainyn menyeluruh,
terardh, terpadu dan berlangsung secars [e-
nus-menerus, Kata terarah don terpadu me-
nunjukan bahwa perchaban yang diharspkan
dari proses pembanginin ving hendak difak-
sanakan adalah perubshan yang bersifit po-
gitif dan teraiur,

Makna positif deri arsh pembangunan
dapat dilihat dart tujusn vang hendak dicapm
oleh pembangunan i, yoko mencerdaskan
dan memajukan kesejahtorssn umim, - scba-
gaimana secars konstitusional diletapkan da-
lam Alinea ke-4 Pembukean Undang Undang
Dasar Megara Republik Indonesia 19435, Se-
dangkan maknn teramr darl pembangunan
it, menunjukan bahwa masyarakat hukum
Indonesia menjatubkan pilihan yang tepat
untuk menggunakan hukum, terutams dolam
bentuk peraturan perundang-undangan sesuai
dengan konsep hukum yong disnul oioh ne-
Bara Indonesia, vang lebih mengutamakan hu-
kum formal schagai sarins pembangunan aiau
perubahan masyarakast Dengan perkaiaan lain,
hal itu bermakina bahwa dolam mngks pemba-
ngunan  masyamkat Indonesia makn hukom
dulam bentuk peratyran peaundangan-undangan
ftertuliz) diben tugas sebagai samnn pembangy-
nan dan perahahin masyandot.

Tampaknya tugas ini cokup menenpat-
kan undang-undang serta peratoran pelaksanaan
lainnya pada posisi vang dilematis, wita pada
setu sisi fugas berat dan progresifitas pemba-
ngunan i menghendaki kehadimn peramimn
perundang-undangan sebagel susty surana vang
siap pakai. Sedangkan pada sisi lain, hukum
Indonesia berada dalam kondisi vang masih
lemah umtuk menunjang fungst it Hal ini tento
membutubkan  suaty  desain  undang-imdang
serta peraturan peiaksanaan laimmyva yang tepat
dalam melaksanakan fungsinya Dalars kerang-
ka landasan sosiologes int diperlukan pengatu-
ran minuman beralkoho! yang bendimensi men-
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Furisal Samiago

Jaga keseimbangun antars kebuthan Negara,
kebutuben dunia usaha dan perlindungan ke-
pads masyarakat.

C. Landsssn Yuridis

Landasan yuridis mervpakan landasan
hukum positf atau legalitas dan pembentukan
Peraturan Dacrah vang akan dibuat, 1andasan
yuridis inl merupakan aspek formallegal ke-
ahsshan sebab Persturan Dsersh (peraturan
perundangan-mndangin) agar Poatoran Dae-
rah yang aknn dibuat tdek ambigy, yang pada
giliranyn menimbulkan twmpang tindib, Oleh
karena itu, perlu diselaraskan (diharmonisasi-
kan) dengan keicnfuan peraturan perundang-
undangan vang sudah ada secarn hicrarkis de-
ngan melalokan kepatan inventarizsesi keten-
g -kelontian Peraturan Daersh yang berkai-
tan dengan Pengendalion dan Pengawasan Mi-
mzman Beralkohol,

Melefui Putusan Perkars Nomor 42 B/
HUM/2012 Tanggal 1% Juni 2013, Mahkamah
Agung Republik Indonesia, membatalkon Ke-
putusan Presiden Nomor 3 Tabun 1997 tentang
Fengendaliun don Pedgawasin Minuman Ber-
alkohol karcna bertentangan dengan Undang-
Unding Nomaor 36 Tahun 2009 tentang Kese-
Ralan, Unding-Undeng Nomor 8 Tabon 1999
tentang Perlindungan Konsamen dan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan,
Sejak tanggal 18 Juni 2013, Keputussn Presi-
den Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dinyatakan
ridak sah dan tidak mempunvai kekoatan e
kum lagi

Poda tanggal & Desember 2013, Presi-
den Republik Indoncsia kembali menstapkan
Peratumin Presides Momor 74 Tahom 2013 1op-
tang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Berulkchol. Dalam konsideran menimbang hu-
ruf & Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun
2013 diszbutkan bahwa tujuan pengaturan pe-
ngendalian din pengawasan terhadap pengada-
an, peredarn, den penjualen mimmen bersl-
kihol ialah uotuk memberikan perlindungan
scma menjnga keschitan, ketertiban dan jes
lentraman masyvarakat ded dampak burik ter-
hadap penyalahpunzan minuman beralkohol,

Kemudian pads tspnggal 11 April 2014
Metiteri Perdngangan menetapkan  Peraniran
Menteri Merdagangan Momor 200M-DAG/PER
i4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Tethadap Pengadasn, Peredaran, dan Penjus-
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lan Minuman Beralkohol sehagn tindak lanjui
pedoman terhadap Peraturan Presiden Nomar
T4 Tahun 2013 tersebut.

¥.

LINGKUP MATERI MUATAN
FERATURAN DAERAHR

Matenn mustsn Rancangan  Peraturan

Daerah wentung Pengendalian dan Peogawasan
Minuman Beratkohol, meliputi scturub kotm-
ponen dan aktifitas vang berhubungan dengan
Pengendalian den Pengawasan Minuman Ror-
alkohol dengan segala aspeknya yang dituang-
kan dalam bab-bab sebagad berikut

i

Bab | : Ketentuan Umunmn.

Bab ini memuat batesan pengeriiin oliu
definisi mengenai istilah<istifah  delam
Rancangan Peraturen Dacrab ienting Pe-
ngendalion  dan  Pengawasan  Minuman
Beralkohol. Hal ini dimoksudkan agar 1
dak terjudi salah pengertian atan  muln
interpretasi terhacap istilab-1stlah tersebut.
Bab Il ; Kewenangan Pemerintah Kaba-
paten'Kota

Bab imi memuat ketentsan Kewenangan
Pemerintah KabupatenKotadalam Pengen-
dalian dan Pengawasan bMinuman Bemlko-
hul.

Bablll : Perizinan dan Rekomendasi

Bab ini memuat ketentuan mengenian Pen
rinan dan Rekomendasi daleam  Pengenda-
lian dan Pengawasan Minuman Beralko-
hol,

BablV - Pengendalian Percdaran Minuman
Beralkohol

Bab ini memuat ketentuan tentang Pengen-
dalian Peredaran Mimuman Beralkohaol.
Bab¥ : Minuman Beralkohol Tradisional
Bab mi memuat ketentuan tentang Minu-
man Beralkohol Tradisional dalzm Pe-
ngendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkehol.

BabV] : Pelaporan

Bab im memust ketentuan tentang Pela-
poran dalam Pengendalian dan Pengawa-
san Minuman Beralkohaol.

BabV11 ; Penpawasan

Bab i memupat Ketordean tentang pe-
ngawasan, Kepala Dacrah menunjuk Sa-
tan Kerja Dacrnh yang tugns pokok dan
fumgsinya di bidang Pengendalian dan Pe-
ngawasan Minuman Bemlkohol,

T

BaihV1EH | Pembimaan

Hab ini memuat ketentuan tentang penye-
lenggaraan pembinaan olch Kepala Daceah
sesid dengan keweningannya,

BablX : Peran Serta Masyarakat

Hab 1mi memueat ketentuan tentang peran
serin masyarakst yang dapat diwujudian
dofam bentuk penyampaian saran, masu-
kun, dan pendapat datam penctapan, pelak-
s, don evalussi kebijakan penveleng-
garaan Pengendalian dan Penpawasan Mi-
numan Beralkohol sena keikutsertaan da-
fum kegiatan pemanfaatan dan manajemen
Pengendalian dan Penpawasan Minuman
Beraikohol melahn pengawasan sosial. Se-
Eaiei rou jugs diatur peran serta dunis usaha
untuk melakukan edukasi dalam mewujud.
koo mmsvarnkal yang sehat dan mewujud-
kan ketentraman dan ketertiban,

BatX ; Sanksi Admimistraif

Rab i memnat ketentuan tentang sanksi
admimstratil ethadap pelanggaran dalam
Feraturan  Daerah tentang Pengendalian
dan Pengarwasan Mimuman Bernlkohol.
BabX1 : Ketentnan Penyidikan

Bih ini mamust ketentuan tentang penyidi-
kian yimg dilakukan oleh Penyidik Pepawai
Fegeri Sipil (PENS) di lingkungan Peme-
rinieh Dacrah schagaimana vang dimaksod
dalam Kitab Undang-Undong Hukim A-
cara Pidana (KLTHAPY).

BuhXIl : Ketentuan Pidana

Hob ini mermeat ketenfuan tentang sanks:
pidais kurungan atau denda terhadap pe-
linggaran dalem Peraturan Daerah tentang
Penpendalian dan Pengawasan hfimiman
Beralkohol

. BabXTII : Ketentuan Peralihan

Bab tm memuat ketentuan tentang penye-
suaian pengoturan dndakan hokom sty
hubamgan hukum yang sudah ads berdesar-
kan permturan perundang-undangan vang
lama terhadap peraturan perundang-unda-
ngii yang baru.

BabX IV : Keientuan Penutup,

Bab ini memust ketentunn tentang sast mu-
lai berdaku Rancangan Perateran Daerah
tentang Pengendalian dan Pengawasan Mi-
numbn Beralkobol.
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VL. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberspa wratan pada swsl bab

dan selanjuinys, maka depat diambil sunm ke.
simpulan scbagzi berikut:

L

Dengan  berlskunya Undung-Uindang
Momor |2 Tahon 200) icotng Pems
bentukan  Peraturan  Perondanpg-unda-
ngan dan Peramran benten Dalam Ne-
geri Momor | Tahans 2014 tenlang
Pembentukan Produok Hukmn Daerah,
meka selurub proses penvasunzn Mas-
kah Akademik Rancangan Peraturan
Dagrah tentang Pengendalian dan Pe-
ogawasan Minuwman Beralkohol me-
ngacy mida periuran enebut,

Dilihat dari koosep dasar pembanunian
keschatan guna tercapsinys kesadiran,
kemauan, don kemampuean untuk hidup
schat hagi masyurakai schagaimana di-
atur dalam Undang-Undang Momor 35
Tahun 2009 teniang Matketika, Un-
dang-Undong Momor 36 Tamm 2009
tentang Kesehaton, maka erdapat ke-
butuhan skan lashimys suatu peratursn
perundang-undangan  yang  berkaitan
dengan Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohal |

Dilihat dari sisi urgensioya, tenitoma
dikaitkan dengan lshirnya Persturan
Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Ten-
tang Pengendalian dan  Pengawasan
Minuman Berilkobol dan Peraturan
Menteri  Perdapganpgan  Nomor  200M-
DAGPER4/2014 tentang Pengendali-
an dan Pengawazan Terhadap Pengada-
an, Peredaran, dan Penjualan Minuman
Beralkohol, maka perlu dibuat suam
Pedorman Rancungan Persturen Dacrah
tenmtang Pengendalian dan Penpuwasan
Minuman Beralkohal, schingga Peratu-
ran Daerah vang nantinya akan dibua
dan yang sudah diberlakukan dapal se-
laras dan hormonis dengan kotcatuan
yang ferdapat dalam Peraturan terschut,

™

Fuisal Kangiugn

4. Dolwn ranghks penyusunan Rancangar

Feraturan Dacrah tentang Pengendalian
din Pengawasan Minuman Beralkoho
serta mentphormati hak sszen manusia
maka perlo dilakukan Pengendaling
dan Penpewasan Minuman Bemlkahol.

B. Saran

L

Perlu segera dibuat Peramuran Daeral
temang Pengendalinn den Pengawasar
Minuman Beralkoho! dalam rangk:
mewnjudonn  pols hidop sehat dar
metighindan dampak borok penyalah
gunean kersumsi minuman alkoho
yang berlehiban, serta menindaklanjut
peloksanaan Poraturan Presiden Mot
T4 Tahun 2003 Tentang Pengendaliar
dan Pengawesan Mimuman Beralkoho
don Persturan Mewtcri  Perdagangar
Momar 2WVM-DAGTPERM42014  ien-
tang Peopendalian den  Pengawssar
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dar
Penjualan Minuman Beralkohol.

Perlu segern dilakuksn penyesuatar
terhadap Peraturan Daersh yang sudat
berlaku dengan Peramuran Fresiden No
mor 74 Tahun 2003 Tentang Pengends
lian dan Pengawasan Minwmen Beral-
kohol dan Pemturan Menteri Perdaga:
ngan Momor 20M-DAGPER$/2014
tentang Pengendalian dan Pengawasar
Terhadap Pengadasn, Pereduram, dar
Penjuzlan Minuman  Beralkoholaga
lebih mermudahkan pelaksanaanmya.
CGunz meningkatkanperwujudan  pole
hidup sehat. menghindan dampak b
mek ponyalahgunain konsumsi ming-
man alkohol vang berlchihan, mcn_lagﬂ
kesehatan masvarakat serta

knn ketentroman dan ketertiban umum
masyarakal dan meninghkatnya tinda-
kan kejahatan dan kriminalitas, perlu
disosimfisasikon tentang pentingnya Pe-
retupan Daerah tenteng  Pengendalian
dan Pengawasan Minuman Beralkohol
kepada masyarakal,
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